SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

:1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun

2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162 );

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

3. Pemerintah Daerah  adalah Bupati  sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.



4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karanganyar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

11. Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh
masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima
secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh.

12. Tahun Anggaran 2024 adalah tahun pelaksanaan anggaran
kurun waktu tahun 2024.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat (DPA-SKPD) adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja,
dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian
objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 2
APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pendapatan Daerah,
Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3
Pendapatan Daerah direncanakan sebesar
Rp2.353.648.550.478,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh tiga
miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima
puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang
bersumber dari:
a. pendapatan asli;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
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Pasal 4
Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp401.898.055.070,00 (empat ratus satu miliar delapan ratus
sembilan puluh delapanjuta lima puluh lima ribu tujuh puluh
rupiah), yang terdiri dari:
a. Pajak Daerabh;
b. Retribusi Daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp205.700.930.000,00 (dua ratus lima
miliar tujuh ratus juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp8.141.660.800,00 (delapan miliar
seratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu
delapan ratus rupiah).
Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp20.353.183.570,00 (dua puluh miliar tiga ratus
lima puluh tigajuta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus
tujuh puluh rupiah).
Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp167.702.280.700,00 (seratus enam puluh tujuh miliar
tujuh ratus dua juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh
ratus rupiah).

Pasal 5
Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2), yang terdiri dari:
a. pajak hotel,
b. pajak restoran;
c. pajak hiburan;
d. pajak reklame;
e. pajak penerangan jalan;
f. pajak parkir;
g. pajak air tanah;
h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
I. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
J. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp9.750.000.000,00 (sembilan
miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rpl0.500.000.000,00 (sepuluh
miliar lima ratus juta rupiah).
Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rpl.100.000.000,00 (satu
miliar seratus juta rupiah).
Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).
Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat @ huruf e direncanakan sebesar
Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah).



(7) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).

(8) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00
(dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

(99 Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan
sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(10) Anggaran pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat @ huruf i direncanakan sebesar
Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah).

(11) Anggaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (I)huruf j direncanakan
sebesar Rp77.140.930.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar
seratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu
rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp8.141.660.800,00 (delapan miliar seratus empat puluh satu
juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah), yang
terdiri dari:

a. retribusi jasa umum;
b. retribusi jasa usaha; dan
c. retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp4.594.063.000,00 (empat
miliar lima ratus sembilan puluh empatjuta enam puluh tiga
ribu rupiah).

(3 Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp1.472.597.800,00 (satu
miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan
puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
() huruf c direncanakan sebesar Rp2.075.000.000,00 (dua
miliar tujuh puluh limajuta rupiah).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari
bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas
penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah direncanakan
sebesar Rp20.353.183.570,00 (dua puluh miliar tiga ratus lima
puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh
puluh rupiah).

Pasal 8
(1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri

dari:

a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak
dipisahkan;

b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak
dipisahkan;

c. hasil kerja sama Daerah;
d. jasa giro;
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e. pendapatan bunga; dan

f. pendapatan badan layanan umum Daerah.

Anggaran hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak
dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah).

Anggaran hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak
dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rpl.555.550.000,00 (satu miliar lima
ratus lima puluh limajuta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
Anggaran hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufc direncanakan sebesar Rp764.000.000,00
(tujuh ratus enam puluh empatjuta rupiah).

Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar
lima ratus juta rupiah).

Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rpl.300.000.000,00
(satu miliar tiga ratus juta rupiah).

Anggaran pendapatan badan layanan umum Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rpl59.557.730.700,00 (seratus lima puluh sembilan
miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh
ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 9
Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar

Rpl.950.262.495.408,00 (satu triliun sembilan ratus lima
puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus
sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan rupiah), yang
terdiri dari:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. pendapatan transfer pemerintah antar daerah.
Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rpl.798.715.925.818,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan
puluh delapan miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan
ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan belas
rupiah).

Pendapatan transfer pemerintah antar daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rpl51.546.569.590,00 (seratus lima puluh satu miliar lima
ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh
sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 10
Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri dari:
a. dana perimbangan;
b. insentif fiskal; dan
c. dana desa.
Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (@) huruf a direncanakan sebesar
Rpl.607.406.388.818,00 (satu triliun enam ratus tujuh miliar
empat ratus enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu
delapan ratus delapan belas rupiah).



(3) Anggaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp14.504.711.000,00 (empat
belas miliar lima ratus empatjuta tujuh ratus sebelas ribu).

(4) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rpl76.804.826.000,00 (seratus
tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat juta delapan
ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 11
Anggaran pendapatan transfer pemerintah antar daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan
pendapatan bagi hasil direncanakan sebesar
Rp151.546.569.590,00 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus
empat puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima
ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 12
Anggaran lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari pendapatan hibah
direncanakan sebesar Rp1.488.000.000,00 (satu miliar empat
ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 13
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp2.388.635.550.478,00 (dua triliun tiga ratus delapan
puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus
lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang
terdiri dari
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 huruf a direncanakan sebesar Rpl.722.565.623.629,00
(satu triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar lima ratus enam
puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus
dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa,;
c. Dbelanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rpl.046.016.928.152,00 (satu
triliun empat puluh enam miliar enam belas juta sembilan
ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp547.856.745.357,00
(lima ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh
enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima
puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rpl23.265.544.120,00 (seratus dua
puluh tiga miliar dua ratus enam puluh limajuta lima ratus
empat puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah).
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Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp5.426.406.000,00 (lima
miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus enam
ribu rupiah).

Pasal 15
Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:
a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya aparatur sipil negara;
d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/W akil Kepala
Daerabh;
f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala
Daerah/W akil Kepala Daerah; dan
g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp637.032.821.071,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar
tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh
puluh satu rupiah).
Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rpl02.159.899.258,00 (seratus dua miliar seratus
lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh
sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp216.970.714.918,00
(dua ratus enam belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta
tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan belas
rupiah).
Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat Q) huruf d direncanakan sebesar
Rp24.258.222.900,00 (dua puluh empat miliar dua ratus lima
puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan
ratus rupiah).
Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp862.362.922,00 (delapan ratus enam
puluh duajuta tigaratus enam puluh dua ribu sembilan ratus
dua puluh dua rupiah).
Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala
Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp753.120.000,00
(tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu
rupiah).
Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp63.979.787.083,00 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus
tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh
ribu delapan puluh tiga rupiah).
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Pasal 16

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat 3) direncanakan
sebesar Rp547.856.745.357,00 (lima ratus empat puluh tujuh
miliar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat
puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), yang
terdiri dari:

a. belanja barang;

b. belanjajasa;

c. belanja pemeliharaan;

d. belanja perjalanan dinas;

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada
pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

f. Dbelanja barang danjasa bantuan operasional sekolah; dan

g belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.

Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp91.638.005.036,00,00
(sembilan puluh satu miliar enam ratus tiga puluh delapan
juta lima ribu tiga puluh enam rupiah).

Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan  sebesar Rpl88.743.640.775,00 (seratus
delapan puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tiga
juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh
lima rupiah).

Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp29.410.183.361,00 (dua
puluh sembilan miliar empat ratus sepuluh juta seratus
delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp72.508.760.625,00 (tujuh
puluh dua miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus enam
puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rpl5.241.545.000,00
(lima belas miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus
empat puluh lima ribu rupiah).

Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp62.402.564.672,00 (enam puluh dua miliar empat
ratus dua juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus
tujuh puluh dua rupiah).

Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan
sebesar Rp87.912.045.888,00 (delapan puluh tujuh miliar
sembilan ratus dua belasjuta empat puluh lima ribu delapan
ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (4) direncanakan sebesar Rpl23.265.544.120,00
(seratus dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh limajuta
limaratus empat puluh empatribu seratus dua puluh rupiah),
yang terdiri dari:

a. Dbelanja hibah kepada pemerintah pusat;

b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
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c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
dan
d. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah.
Belanja hibah kepadapemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp250.000.000,00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan  hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rpl07.117.175.000,00 (seratus tujuh miliar seratus
tujuh belasjuta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rpl.479.769.120,00 (satu miliar empat ratus tujuh
puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu
seratus dua puluh rupiah).
Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rpl4.418.600.000,00 (empat belas miliar empat ratus
delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 18

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 14
ayat (5) direncanakan sebesar Rp 5.426.406.000,00 (lima
miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus enam
ribu rupiah), yang terdiri dari:
a. Dbelanja bantuan sosial kepada individu; dan
b. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan

(bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)
belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp5.219.200.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan belas
juta dua ratus ribu rupiah).
belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan
(bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp207.206.000,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus
enam ribu rupiah).

Pasal 19
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 huruf b direncanakan sebesar Rp289.275.038.669,00 (dua
ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh
lima juta tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh
sembilan rupiah), yang terdiri dari:
a. belanja modal peralatan dan mesin;
b. Dbelanja modal gedung dan bangunan;
c. Dbelanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
e. belanja modal aset lainnya.
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat @ huruf a direncanakan sebesar
Rp48.569.334.419,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus
enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu
empat ratus sembilan belas rupiah).
Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (@) huruf b direncanakan sebesar
Rp38.852.305.050,00 (tiga puluh delapan miliar delapan
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ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima ribu lima puluh
rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rpl75.885.035.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar
delapan ratus delapan puluh lima juta tiga puluh lima ribu
rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.918.364.200,00
(dua puluh lima miliar sembilan ratus delapan belas juta tiga
ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
() huruf e direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).

Pasal 20
Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar
Rp48.569.334.419,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus
enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu
empat ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri dari:
belanja modal alat besar;
belanja modal alat angkutan;
belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
belanja modal alat pertanian;
belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar,;
belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
belanja modal alat laboratorium;
belanja modal komputer;
J.  belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
k. belanja modal keselamatan kerja;
I. belanja modal rambu-rambu;
m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional

sekolah; dan
n. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum
Daerah.

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh
satu juta rupiah).
Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.352.205.000,00
(delapan miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus lima
ribu rupiah).
Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp94.465.350,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus
enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp854.126.900,00
(delapan ratus lima puluh empatjuta seratus dua puluh enam
ribu sembilan ratus rupiah).
Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp6.155.619.700,00 (enam miliar seratus lima puluh lima
juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah).
Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan

S0 o0 oo
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sebesar Rp324.460.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta
empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp2.683.983.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh
tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.228.487.000,00
(empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus
delapan puluh tujuh ribu rupiah).

(10)Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.812.557.800,00
(dua miliar delapan ratus dua belasjuta lima ratus lima puluh
tujuh ribu delapan ratus rupiah).

(11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf |
direncanakan sebesar Rp786.000.000,00 (tujuh ratus delapan
puluh enam juta rupiah).

(12)Belanja modal keselamatan kerja sebagaimana yang

(13)

(14)

(15)

dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar
Rpl6.410.500,00 (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu
lima ratus rupiah).

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) huruf 1direncanakan sebesar Rp105.360.000,00
(seratus limajuta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional
sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf Kk
direncanakan sebesar RplO.130.761.440,00 (sepuluh miliar
seratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu
empat ratus empat puluh rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1
direncanakan sebesar Rpl 1.963.897.729,00 (sebelas miliar
sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan
puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 21

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana

)
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dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) direncanakan sebesar
Rp38.852.305.050,00 (tiga puluh delapan miliar delapan
ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima ribu lima puluh
rupiah), yang terdiri dari:

a. belanja modal bangunan gedung; dan

b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan  sebesar
Rp38.472.305.050,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus
tujuh puluh duajuta tiga ratus lima ribu lima puluh rupiah).
Belanja modal tugutitik kontrol/pasti sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan  sebesar
Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 22
Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) direncanakan
sebesar Rpl75.885.035.000,00 (seratus tujuh puluh lima
miliar delapan ratus delapan puluh limajuta tiga puluh lima
ribu rupiah) yang terdiri dari:



a. belanja modal jalan dan jembatan;

b. belanja modal bangunan air; dan

c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan
umum Daerah.

(2 Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (@) huruf a direncanakan sebesar
Rpl72.526.035.000,00 (seratus tujuh puluh dua miliar lima
ratus dua puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.959.000.000,00
(dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan
umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah).

Pasal 23

(1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5 direncanakan sebesar
Rp25.918.364.200,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus
delapan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua
ratus rupiah), yang terdiri dari:

a. Dbelanja modal bahan perpustakaan;

b. belanja modal barang bercorak
kesenian/kebudayaan/olahraga;

c. Dbelanja modal aset tetap dalam renovasi;

d. Dbelanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional
sekolah; dan

e. belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum
Daerah.

(2 Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufa direncanakan sebesar Rp511.000.000,00
(lima ratus sebelas juta rupiah).

(3) Belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/
olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp25.690.000,00 (dua puluh lima juta
enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

(4) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rpl8.102.000.000,00 (delapan belas miliar seratus dua juta
rupiah).

(5) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp6.977.674.200,00 (enam miliar sembilan ratus
tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu
dua ratus rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta
rupiah).

Pasal 24
Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (6) direncanakan sebesar Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal aset
lainnya-aset tidak berwujud.



Pasal 25
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp15.300.000.000,00
(lima belas miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 26
(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar

Rp361.494.888.180,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar
empat ratus sembilan puluh empatjuta delapan ratus delapan
puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah), yang
terdiri dari:

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp21.424.915.480,00 (dua puluh
satu miliar empat ratus dua puluh empatjuta sembilan ratus
lima belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp340.069.972.700,00 (tiga
ratus empat puluh miliar enam puluh sembilan juta sembilan
ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 27

(1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2) terdiri dari:

a. belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah
Daerah dan Pemerintah; dan

b. belanja bagi hasil Retribusi Daerah kepada pemerintah
desa.

(2 Belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah
dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp20.570.093.000,00 (dua puluh miliar
lima ratus tujuh puluh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

(3 Belanja bagi hasil Retribusi Daerah kepada pemerintah desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp854.822.480,00 (delapan ratus lima puluh empat
juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan
puluh rupiah).

Pasal 28
Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (3) terdiri dari belanja bantuan keuangan
provinsi atau Daerah kepada desa direncanakan sebesar
Rp340.069.972.700,00 (tiga ratus empat puluh miliar enam
puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh
ratus rupiah).

Pasal 29
Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30
Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 huruf a terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran
tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar
Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah).



Pasal 31

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 huruf b terdiri dari penyertaan modal Daerah

direncanakan sebesar Rp20.013.000.000,00 (dua puluh miliar
tiga belas juta rupiah).

p

Pasal 32

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran
Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar
Rp34.987.000.000,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus
delapan puluh tujuh juta rupiah).

(2 Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
sebesar Rp34.987.000.000,00 (tiga puluh empat miliar
sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,yang terdiri dari:

a. Lampiran | ringkasan penjabaran APBD yang
diklasifikasi menurut kelompok, jenis,
objek, rincian objek, pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

b. Lampiran Il penjabaran APBD menurut urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi ,
program, kegiatan, sub kegiatan,

kelompok, jenis, objek, rincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

c. Lampiran 1l daftar nama penerima, alamat penerima,
dan besaran hibah;

d. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima,
dan besaran bantuan sosial;

e. Lampiran V daftar nama penerima, alamat penerima,

dan besaran bantuan keuangan bersifat
umum dan bersifat khusus;

f. Lampiran Vi daftar nama penerima, alamat penerima,
dan besaran belanja bagi hasil;

g. Lampiran VII rincian dana otonomi khusus menurut
urusan Pemerintahan Daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub

kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

h. Lampiran VIII rincian dana bagi hasil sumber daya
alampertambangan minyak bumi dan
pertambangan gas alam/tambahan dana
bagi hasil minyak dan gas bumi menurut
urusan Pemerintahan Daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

I. Lampiran IX rincian dana tambahan infrastruktur
menurut urusan Pemerintahan Daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan



rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan; dan

j. Lampiran X :sinkronisasi kebijakan Pemerintah
Provinsi/ Kabupaten/Kota pada daerah
perbatasan dalam Rancangan Perda
tentang APBD dan Rancangan Perkada
tentang Penjabaran  APBD dengan
program prioritas perbatasan negara.

Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2024 dituangkan dalam DPA-SKPD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1Januari 2024.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Desember 2023
BUPATI KARANGANYAR,

t.t.d
ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten karanganyar
Kepala Bagian Hukum

 METTY FEKRISKA R.
NIP. 197604171999032007



LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN KARANGANYAR

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
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. 1.01. 08. 05. 0001
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1.01. 08 08. 0001

1.01.08. 09

1.01.08. 09. 0001

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN

2

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak

Pajak

Daerah

Hotel

Hotel

Hotel

Losmen

Losmen

Gubuk Pariwisata
Gubuk Pariwisata
Wisma Par iwisata
Wisma Pariwisata

Rumah Penginapan dan Sejenisnya
Rumah Penginapan dan Sejenisnya
Restoran

Restoran dan Sejenisnya

Restoran dan Sejenisnya

Rumah Makan dan Sejenisnya

Rumah Makan dan Sejenisnya

Kafetaria dan Sejenisnya

Kafetaria dan Sejenisnya

Kantin dan Sejenisnya

Kantin dan Sejenisnya

Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
Hiburan

Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
Diskotik,

Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya

Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya

Pacuan K'uda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan

Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan

Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)

Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)

JUMLAH (Rp)

3

401.898.055.070,00

205. 700. 930.

9. 750. 000.

9.420. 000.

9.420. 000.

50. 000.

50. 000.

60. 000.

60. 000.

15.000.

15.000.

205. 000.

205. 000.

000, 00
000, 00
000,00
000,00
000, 00
000, 00
000, 00
000, 00
000,00
000,00

000, 00

000, 00

10. 500. 000.000, 00

4. 498. 000.

4. 498. 000.

3. 200. 000.

3. 200. 000.

000, 00
000, 00
000, 00

000, 00

150. 000.000, 00

150. 000.000, 00

2. 000.

2. 000.

2. 650. 000.

2. 650. 000.

000, 00
000, 00
000, 00

000, 00

1.100. 000.000,00

350. 000.

350. 000.

500. 000.

500. 000.

000, 00
000, 00
000, 00

000, 00

175.000.000, 00

175.000.000, 00

75. 000.

75. 000.

000, 00

000, 00

Halaman 1



KODE

5. 4. 02. 05

5.4.02.05.02

5. 4. 02. 05. 02. 0003

5. 4. 02. 05. 02. 0004

5. 4. 02. 05. 02. 0005

6

6.1

6. 101

6. 1L 01. 05

6. 1.01.05. 01

6. 1.01.05. 01.0001

6.2

6. 2. 02

6.2.02.02

6. 2. 02. 02. 01

6. 2. 02. 02. 01.0001

6.3

URAIAN

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber

dar i Dana Desa

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber

dari Alokasi Dana Desa

Jumlah Belanja

Total Surplus/(Defisit)

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Penghematan Belanja

Penghematan Belanja-Belanja Operasi

Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUVD)
Penyertaan Modal Daerah pada BUVD

Penyertaan Modal Daerah pada BUVD

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)

JUMLAH (Rp)

3

340. 069. 972. 700, 00

340. 069. 972. 700, 00

62. 470. 000. 000, 00

176. 804. 826.000, 00

100. 795.146.700, 00

2.388.635.550.478,00

-34.987.000.000,00

55.000.000.000,00

55. 000. 000. 000, 00
55. 000. 000. 000, 00
55. 000. 000. 000, 00
55. 000. 000. 000, 00
20.013.000.000,00
20.013.000. 000,00
20.013.000.000,00
20.013.000.000,00
20.013.000.000,00
20.013.000.000,00
34.987.000.000,00

0,00

BUPATI KARANGANYAR

ROBER CHRISTANTO

Halaman 23



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN KARANGANYAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,SUB
KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

4 PENDAPATAN DAERAH 2.353.648. 550.478,0

0
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 401.898.055.070, 00
4. 101 Pajak Daerah 205. 700. 930. 000, 00
4. 1.01.06 Pajak Hotel 9. 750. 000. 000, 00
4. 1.01.06. 01 Pajak Hotel 9. 420. 000. 000, 00
4. 1 01.06. 01.0001 Pajak Hotel 9. 420. 000. 000, 00
4.1.01.06.03 Pajak Losmen 50. 000. 000, 00
4.101.06 03. 0001 Pajak Losmen 50. 000. 000, 00
4. 1.01.06. 04 Pajak Gubuk Pariwisata 60. 000. 000, 00
4. 1.01.06. 04. 0001 Pajak Gubuk Pariwisata 60. 000. 000, 00
4. 1.01.06. 05 Pajak Wisma Pariwisata 15. 000. 000,00
4. 1.01.06. 05. 0001 Pajak Wisma Pariwisata 15.000. 000,00
4. 1.01.06. 07 Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya 205. 000. 000, 00
4. 1.01.06. 07. 0001 Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya 205. 000. 000, 00
4.1.01.07 Pajak Restoran 10. 500. 000. 000, 00
4.101.07. 1 Pajak Restoran dan Sejenisnya 4. 498. 000. 000, 00
4. 1.01 07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 4. 498. 000. 000, 00
4 1.01.07. 02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 3. 200. 000. 000, 00
4. 1.01 07 02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 3. 200. 000. 000, 00
4. 1.01.07.03 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 150. 000.000, 00
4. 1.01.07. 03. 0001 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 150. 000. 000, 00
4101 07.04 Pajak Kantin dan Sejenisnya 2. 000. 000, 00
4. 1.01.07.04.0001 Pajak Kantin dan Sejenisnya 2. 000. 000, 00
4 1.01.07.07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 2. 650. 000. 000, 00
4. 1.01.07.07.0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 2. 650. 000. 000, 00
4. 1 01. 08 Pajak Hiburan 1. 100. 000. 000,00
4. 1.01.08.02 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 350. 000. 000, 00
4. 1.01. 08. 02. 0001 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 350. 000. 000, 00
4. 1.01.08.05 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 500. 000. 000, 00
4, 1.01 08. 05. 0001 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 500. 000. 000, 00

Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan

175.000.000, 00
Ketangkasan

4 101 08 08



5.1.02
5.1.02.01
5.1.02.01.01

5.1 02. 01.01.0009
5. 1.02.03

5.1 02. 03. 02

5.1.02. 03.02.0121

5. 1.02. 03. 02. 0405

5. 1.02. 03. 02. 0409

Sub Kegiatan
Indikator Keluaran

KCODE REKENING

5. 1.02
5. 1.02. 03

5. 1.02. 03. 02

5. 1.02. 03. 02. 0411

Sub Kegiatan
Indikator Keluaran

KCODE REKENING

5.1 02

5. 1.02. 03

5.1.02.03.03

5 1 02. 03. 03 0001

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang

Belanja Barang Pakai Habis

Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
Rumah Tangga-Alat Pendingin

Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-
Personal Computer

Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-
Peralatan Personal Computer

: 8.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
URAIAN
BELANJA DAERAH
BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-
Pera latan Komputer Lainnya

1.596.000, 00

2.500. 000, 00

2. 500. 000, 00

3, 500. 000, 00

JUMLAH DASAR HKM

5. 000. 000, 00

: 8.01.01.2.09.0009 Pemel iharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itas i

URAIAN
BELANJA DAERAH
BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pemel iharaan

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

JUMLAH DASAR HKUM

25. 000. 000, 00

BUPATI KARANGANYAR
T.T.D

ROBER CHRISTANTO

Halaman 966



LAMPIRAN 11l

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAN

Hibah Berupa Uang

KABUPATEN KARANGANYAR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN

ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAHTAHUN ANGGARAN 2024

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,

NO
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

1 Pokmas MEGA KARYA

2 Pokmas MAJU BERKARYA

3 Kelompok PSP Orchid

4 Berkat Name Siwaya (BNS)

5 Pokmas URIP MIGUNANI

6 KORPRI

7 Pokmas WAHYU LESTARI

8 Pokmas MUDA BERSATU

9 Pokmas BANARAN MANDIRI

10 Pokmas MANUNGGAL KARYA Gedong

1 PGRI Kecamatan Jatipuro

12 Pokmas MKT1 LESTARI

13 Pokmas WIDI LESTARI I

14 PGRI Kecamatan Jatiyoso

15 Pokmas BUDI LUHUR

16 PGRI Kecamatan Jumapolo

17 Pokmas TUNAS HARAPAN Menjing

18 Pokmas WIDI LESTARI |

19 Pokmas MEKAR JAYA |

NAMA PENERIMA

ALAMAT PENERIMA

Bodean

Trincing Rt. 01/03

Dusun Jloko

Perum Manggeh Anyar RT 3 RV 13
Sewurejo

Bej i

Demangan

Gununganten Rt. 05/04

Banaran Rt. 02/08

Gedong

Jatipuro

Sepelem Rt. 06/08
Klodran

Jatiyoso

Jetis Rt. 01/01

Jumapolo
Menjing Rt. 03/02
Singopuran

Pepe

JUMLAH (Rp)

15.000. 000,00
15.000. 000,00
100.000.000,00
25. 000. 000, 00
150.000.000, 00
500. 000. 000, 00
15. 000.000, 00
15.000. 000, 00
15.000.000,00

15.000. 000,00
50. 000. 000, 00
15.000. 000, 00
20. 000. 000, 00
50. 000. 000, 00
20. 000. 000, 00

50. 000. 000, 00
20. 000. 000, 00
20. 000. 000, 00
20. 000. 000, 00

Halaman 1



NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK JUMLAH (Rp)

65 Kelompok Tani NGUDI SUBUR 1 Desa Blorong, Kecamatan Jumantono Desa Blorong, Kecamatan Jumantono Bangunan Air Irigasi Lainnya 150.000.000,00
66 Kelompok Tani MARSUDI MAKMUR I, Desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo Desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo Bangunan Air Irigasi Lainnya 150.000.000,00
67 Kelompok Tani TANI NUGROHO 1 Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu Bangunan Air Irigasi Lainnya 150.000.000,00

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.980.000.000,00

JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 7.755.900.000,00

BUPATI KARANGAYAR
T.T.D

ROBER CHRISTANTO

Halaman 5 '



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
Bantuan Sosial Berupa Uang KABUPATEN KARANGANYAR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2024
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
1 17 kec Kabupaten Karanganyar 440. 000. 000, 00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 440. 000. 000, 00
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2 17 kec Kabupaten Karanganyar 50. 000. 000, 00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 50. 000. 000, 00
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
3 17 kec Kabupaten Karanganyar 60. 000. 000, 00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 60. 000. 000, 00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 550. 000. 000, 00
Dinas Sosial
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
4 17 kec Kabupaten Karanganyar 4. 363. 200. 000, 00
5 17 kec Kabupaten Karanganyar 6. 000. 000, 00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 4.369.200.000,00
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
6 Panti Asuhan WAHYU YOGA DHARVA Jungke RT. 03/11 Karanganyar 5.000. 000,00
7 Panti Asuhan WAKAF TRIYASA Ngrawoh RT. 01/XIV Tegalgede Karanganyar 5. 000. 000, 00



NO
29 Panti Asuhan YATIM PUTRI IPHI Karanganyar
30 Yayasan Al Itgon
3l Yayasan PANCA WIYATA
32 Forum Buah Hati Intan Pari Karanganyar
33 Yayasan Mulyaning Ati
34 Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI)
35 Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik
36 Yayasan Era Milenium Agung Sejahtera
37 LKSA Panti Asuhan Yatim Putri "AISYIYAH"
38 17 kec
39 17 kec
40 Yayasan Pendidikan Mandiri Putra Lowong
a1 Yayasan Alfa Center Peduli

£0
SV& ;i

NAMA PENERIMA

Indonesia (PDDFI)

ALAMAT PENERIMA

JI Lamu No, 156 Kadipiro Asri RT. 02
RN 09Bejen Karanganyar

Badransari RT 02 RN 12

Jin. Pasar Garongan RT 03/RW
02, Malanggaten, Kebakkramat

Wonolopo RT 02 RNV 02

JI. Raya Solo t Mangu Depok
Bangsri karangpandan

Manggu RT 02 RN 08
Bakaran RT 01/06

Dk. Parakan RT 002/ RN 010 Pingit,
Bolong, Karanganyar

JI. Lawmu No. 190 Tegal asri RT. 04/VIIl
Bejen Karanganyar

Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Karanganyar

Dk. Bungkus

JI. Fajar Indah 3 D171, Dsn. IV Jaten,
Kec. Karanganyar,

JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN

JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial

BUPATI KARANGANYAR

T.T.D

ROBERCHRISTANTO

JUMLAH (Rp)

5. 000. 000, 00

5.000.000, 00

5. 000. 000, 00

7. 500. 000, 00

5. 000. 000, 00

5. 000. 000, 00

7.206. 000,00

5. 000. 000, 00

5. 000. 000, 00

100. 000.000, 00
200. 000. 000, 00

5. 000. 000, 00

5. 000. 000, 00

507. 206. 000, 00

4. 876. 406. 000, 00

Hai aman 3



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Bantuan Keuangan Khusus KABUPATEN KARANGANYAR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
Badan Keuangan Daerah

Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

1 Kalij irak 20. 000. 000, 00
2 Kalij irak 50. 000. 000, 00
3 Tlobo 50. 000. 000, 00
4 Pereng 50. 000. 000, 00
5 Pereng 50. 000. 000, 00
6 Pereng 20. 000. 000, 00
7 Giri layu 25. 000. 000, 00
8 Giri layu 25. 000. 000, 00
9 Tlobo 50. 000. 000, 00
10 Plumbon 30. 000. 000, 00
n Tlobo 50. 000. 000, 00
12 Wonokeling 45. 000. 000, 00

Giri layu 25. 000. 000, 00
14 Plumbon 40. 000. 000, 00
15 Giri layu 25. 000. 000, 00
16 Giri layu 25. 000. 000, 00
17 Wonokeling 45. 000. 000, 00
18 Wonokeling 45. 000. 000, 00
19 Malangj iwan 150. 000.000, 00

Halaman 1



NO

1370 Wonorejo

1371 Karangsar i

1372 WK rsawi t

1373 Kaling

1374 Lemahbang

1375 Jati rejo

1376 Karangbangun

1377 Gebyog
1J3.ull

NAMA PENERIMA

ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN 340.

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Keuangan Daerah 340.

BUPATI KARANGANYAR

T.T.D

ROBER CHRISTANTO

741. 744. 200. 00

645. 980. 200. 00

714. 394 200. 00

663. 578. 000, 00

584. 770. 000. 00

597. 777. 800. 00

615.278.000. 00

701.527.000, 00

069. 972. 700, 00

069. 972. 700, 00

Haiaman 58



10

12

13

14

15

16

17
18
19

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

Bagi hasil pajak kepada Desa

NO

KABUPATEN KARANGANYAR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJABAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp
Badan Keuangan Daerah

Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota

2024

)

Jatiwarno 95. 503. 000, 00
Lemahbang 98. 642. 000, 00
Kedawung 102. 794.000, 00
Jati mulyo 92.519.000,00
Tunggulrejo 91.009.000,00
Jumapolo 94. 943. 000, 00
Jati suko 87. 646. 000, 00
Jatiharjo 89. 020. 000, 00
Jati kuwung 90. 461.000, 00
Bakalan 98. 491 000, 00
Genengan 89. 588. 000, 00
Sukosar i 97. 067. 000, 00
Jati sawit 96. 929 000, 00
Jati rejo 95.711.000,00
Petung 91.298.000,00
Kwangsan 93. 024. 000, 00
Wonokel ing 93. 367. 000, 00
Jatiyoso 100. 542.000, 00
Ngunut 98. 670. 000, 00

Halaman 1



320

321

322

323

324

NO

Balong

Seloromo
Menj ing
Lempong

Gajahan

NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)

BUPATI KARANGANYAR

T.T.D

ROBER CHRISTANTO

12. 783.000.00

5. 658.000, 00

6 151.000, 00

5 567.000, 00

3. 832. 000, 00

Haiaman 14



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN KARANGANYAR
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN

Organisasi:
Kode Rekening Uraian Jumlah Lokasi
1 2 3 4
NIHIL

BUPATI KARANGANYAR
T.T.D

ROBER CHRISTANTO



LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN KARANGANYAR
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK
DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH , ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN , SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Organisasi :
Kode Rekening Uraian Jumlah Lokasi *¥)
1 2 3 4
NIHIL

BUPATI KARANGANYAR
T.T.D

ROBER CHRISTANTO



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN KARANGANYAR
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Organisasi:

Kode Rekening Uraian Jumlah Lokasi
1 2 3 4
NIHIL

BUPATI KARANGANYAR

T.T.D

ROBER CHRISTANTO



No.

Program
Prioritas
Perbatasan
Negara

2

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN KARANGANYAR
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
PADA DAERAH PERBATASAN DALAM RANCANGAN PERDA TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS
PERBATASAN NEGARA

Uraian
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer
: Lokasi . Lokasi : Lokasi
Uraian (Kecamatan) Uraian (Kecamatan) Uraian (Kecamatan)
3 4 5 6 7 8
NIHIL

Dalam Rancangan APBD

Belanja Belanja Belanja
Operasi  Modal  Transfer Jumlah (Rp)

(Rp) (R) (Rp)
9 10 li 2

BUPATI KARANGANYAR
T.T.D

ROBER CHRISTANTO



